PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA

NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI MAMASA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.

. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan
kedalam kebijakan umum ABPD serta perioritas dan
plafon anggaran yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada
tanggal 14 bulan Desember tahun 2009.

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3651);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik In donesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomr 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik In donesia Nomor 4437)sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keungan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun 2005 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keungan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik In
donesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keungan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keungan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan keterangan
pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat pedoman pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Menetapkan :

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan
Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun
2010;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja

Rp.308,087,671,799.00
Rp.316,715,785,403.00

Surplus/(Defisit) Rp. (8,628,113,604.00)




Nomor 4693);

3.Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 63,650,250,000.00
b. Pengeluaran Rp. 55,022,136,396.00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 8,628,113,604.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0.00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 5,398,835,077.00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 297,780,378,976.00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah sejumlah Rp. 4,908,457,746.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 954,136,000.00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 2,774,734,000.00
c. Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1,073,465,077.00
d. Lain-lain Pendapatan yang Sah
sejumlah Rp. 596,500,000.00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 16,267,192,976.00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 244,086,686,000.00
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 37,424,500.00

(4) Lain-lain  Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. 0.00
b. Dana darurat sejumlah Rp. 0.00
c. Dana bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 537,282,746.00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus sejumlah Rp 4,271,175,000.00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau dari Pemerintah Daerah
lainnya sejumlah Rp. 0.00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung sejumlah
b. Belanja Langsung sejumlah

Rp. 199,702,718,608.00
Rp. 117,013,066,795.00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis belanja :

. Belanja Pegawai sejumlah

. Belanja Bunga sejumlah

. Belanja Subsidi sejumlah

. Belanja Hibah sejumlah

. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
Belanja Bagi Hasil sejumlah

. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

Q -~ 0 QO O T o

(3) Belanja Lansung sebagaimana dimaksud
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
c. Belanja Modal sejumlah

Pasal 4

Rp. 162,494,848,608.00
Rp. 0.00
Rp. 0.00
Rp.  2,414,600,000.00
Rp. 22,010,470,000.00

Rp. 0.00
Rp.  12,082,800,000.00
Rp. 700,000,000.00

pada ayat (1) huruf a

Rp. 8,505,293,490.00
Rp. 54,312,988,917.00
Rp.  54,194,784,388.00

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimkasud dalam Pasal 1

terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah
b. Pengeluaran sejumlah

Rp. 63,650,250,000.00
Rp. 55,022,136,396.00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Angg.aran sebelumnya
sejumlah

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah

d. Penerimaan Pinjaman Daerah
sejumlah

e. Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman sejumlah
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

Rp. 0.00
Rp. 0.00
Rp. 0.00

Rp. 63,650,250,000.000

Rp. 0.00
Rp. 0.00



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah  Rp. 0.00
b. Penyel_’taan Mod_al (Investasi) R
Pemerintah Daerah sejumlah p- 450,000,000.00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 54,572,136,396.00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0.00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran|  Ringkasan APBD;

2. Lampiran 2 Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan
Organisasi SKPD;

3. Lampiran 3 Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi SPKD, Pendapatan, Belanja

4. Lampiran4  Rekapitulasi Belanja  menurut  Urusan Pemerintah
Daerah,Organisasi SPKD, Program dan

5. Lampiran 5 Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeah sebagai landasan opersional
Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini denoan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan :Mamasa
Pada Tanggal :6 Januari 2010

BUPATI MAMASA
Cap/ttd

OBEDNEGO DEPPARINDING

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 6 Januari 2010
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa

Caplttd




BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2009 NOMOR 98

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 28 Oktober 2010

BUPATI MAMASA,

LEMBARAN DAERAH KAB EN MAMASA TAHUN 2010 NOMOR 100

DNEGO DEPPARINDING

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 28 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,
Caplttd
BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2010 NOMOR 99



